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Mahkamah Konstitusi mendapatkan wewenang diatur dalam Pasal 24C
Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD 1945”. Prinsip negara demokratis merupakan tiap rakyat berdaulat dan berhak
berpartisipasi dalam proses politik, merupakan hak untuk dipilih sebagai Calon
Presiden dan Wakil Presiden. Ditemukan peristiwa yang kontroversi berlangsung
sepanjang pemilihan umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2024,
yakni perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang
berhubungan tentang persyaratan minimal pembatasan usia dalam menjadi Calon
Presiden dan Wakil Presiden. Perkara tersebut bermula dari pemohon Almas
Tsaqibibirru Re A dalam mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi hal tersebut
memohon agar melakukan judicial riview Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada penyusunan penelitian ini
memakai metode penelitian normatif, dengan menerapkan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan menurut Mahkamah Pasal a
quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3)
dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut,
Mahkamah menyampaikan bahwa “tidak boleh ada ketidakadilan atau diskriminatif
yang menghalangi seseorang untuk berkontribusi dalam pemerintahan”. Menurut
Mahkamah batas usia seharusnya memperhatikan syarat lain yang dapat
menunjukkan  kemampuan seseorang, sehingga memberikan alternatif
berpengalaman menjadi kepala daerah. Akibat hukumnya yaitu bahwa Mahkamah
Konstitusi telah menetapkan bahwasannya “Pasal a quo bertentangan dengan UUD
1945”. Selain mengakibatkan hukum tersebut, ada akibat hukum lain yang timbul
yakni Pasal a quo berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XX1/2023, mengakibatkan Pasal a guo cacat formil dalam pengambilan keputusan.
Meskipun demikian hal tersebut tidak memengaruhi keabsahan dari putusan, karena
putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.
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